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PUTUSAN
Nomor 334/Pdt.G/2024/PA Bb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Wameo, 18 Agustus 1998, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Baubau,
dengan menggunakan domisili elektronik pada

alamat email: dedemeosl2@gmail.com,

sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wameo, 24 April 1996, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang
Ikan, , tempat kediaman di Kota Baubau,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau
pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor
334/Pdt.G/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi
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Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor
I XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 Februari 2019;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Pengugat
yang beralamat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,
dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: -
Alisa Azahra Erlans Binti Erik Erlans, tempat tanggal lahir, Baubau, 24 April
2019; - Alina Raudatul Ais Binti Erik Erlans, tempat tanggal lahir, Baubau,
04 Februari 2021; - Alena Raudatul Jannah Binti Erik Erlnas, tempat
tanggal lahir, Baubau, 04 Februari 2021; Anak-anak tersebut berada dalam
pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat sering
mengkonsumsi minuman memabukkan (alkohol) dan Tergugat sering
bermain judi, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Juli tahun 2024, dimana Penggugat dan Tergugat kembali
bertengkar mulut, karena Tergugat masih mengulangi kebiasaan buruknya
bermain judi dan mengkonsmsu minuman memabukkan (alkohol), dan
Tergugat sering meninggalkan rumah;

6. Bahwa sejak tanggal 12 bulan Agustus tahun 2024, Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal
dirumah orang tuanya yang berlamat di Kelurahan Wameo, Kecamatan
Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang
tuanya yang beralamat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota
Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;

7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa
menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa
perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan
Tergugat;
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8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati, baik dari
keluarga Penggugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang
jawaban hingga pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah
dipanggil secara sabh;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempu upaya mediasi, berdasarkan laporan Mediator (Salim, S.H.,
M.H.., CPM) tanggal 11 November 2024, mediasi berhasil sebagian dimana
Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

BAB |

UMUM

Pasal 1
Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua
belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB I

PERCERAIAN SECARA BAIK
Pasal 2
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Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka
akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga
harkat dan martabat masing-masing

BAB Il

PENGASUHAN ANAK

Pasal 3
Kedua belah pihak sepakat secara Bersama-sama akan bertanggung jawab
mengasuh anak-anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang Bernama ALISA
AZAHRA ERLANS Binti ERIK ERLANS tempat tanggal lahir Baubau, 24
April 2009, ALINA RAUDATUL AIS Binti ERIK ERLANS tempat tanggal lahir
Baubau, 04 Februari 2021 dan ALENA RAUDATUL JANNAH Binti ERIK
ERLANS tempat tanggal lahir Baubau, 04 Februari 2021;

Pasal 4
Kedua belah pihak sepakat untuk kedua anak tersebut dapat memilih tinggal
dengan Pihak Pertama ataupun tinggal dengan Pihak Kedua;

Pasal 5
Kedua belah pihak sepakat bahwa tidak akan saling menutup akses untuk
bertemu anaknya tersebut;

Pasal 6
Kedua belah pihak sepakat bahwa kedua belah pihak wajib tetap memberikan
perhatian kepada anaknya yang bernama ALISA AZAHRA ERLANS Binti
ERIK ERLANS, ALINA RAUDATUL AIS Binti ERIK ERLANS dan ALENA
RAUDATUL JANNAH Binti ERIK ERLANS ;

BAB IV

NAFKAH ANAK

Pasal 7
Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Pemohon wajib memberikan nafkah
kepada anak yang bernama ALISA AZAHRA ERLANS Binti ERIK ERLANS,
ALINA RAUDATUL AIS Binti ERIK ERLANS dan ALENA RAUDATUL
JANNAH Binti ERIK ERLANS masing masing minimal sejumlah Rp 650.000
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(Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan namun ketika tergugat suatu
saat mendapatkan penghasilan yang lebih maka tergugat langsung akan
memberikan nafkah anak lebih dari Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) setiap bulannya atau setiap saat ketika mendapatkan rezeki lebih
sampai anak-anak tersebut menikah atau mencapai usia 21 tahun baik dari segi

kesehatan maupun dari segi pendidikan;

Pasal 8
Kewajiban Pihak Kedua berupa pembayaran nafkah anak sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 7 diatas, dapat dibayarkan melalui Pihak Pertama atau
diberikan langsung kepada anak setiap bulan;
BAB IV
NAFKAH IDDAH
Pasal 9

Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Tergugat memberikan nafkah Iddah

kepada Penggugat yakni minimal sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu

Rupiah) selama sebulan dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan

BAB V
BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
Pasal 10

1) Kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya berlaku apabila Hakim
Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan Cerai Pihak Pertama;

2) Kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya berlaku setelah putusan
dikabulkannya Gugatan Cerai Pihak Pertama berkekuatan hukum tetap;

3) Dengan ditanda tanganinya kesepakatan perdamaian sebagian ini, Kedua
belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang
melekat pada kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1858 KUHPerdata;

Pasal 11

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua

sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan

perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;
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Pasal 12

Kesepakatan perdamaian sebagian ini bersifat final, karenanya Pihak
Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam hal
yang telah disepakati bersama;

Bahwa setelah proses mediasi selesai Tergugat tidak pernah hadir lagi
dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan tanpa membacakan surat gugatan Penggugat secara
langsung, Ketua Majelis menetapkan court calender (jadwal persidangan) untuk
acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Murhum Kota Bau Bau Provinsi
Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXXX Tanggal 09 Februari 2019.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
B. Saksi
Saksi 1 Saksi |, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpabh,
memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wameo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
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- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat kecanduan judi online sehingga
kadang-kadang tidak pulang ke rumah dalam beberapa hari;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi pernah melihat sendiri Tergugat
bermain judi online;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga
kadang-kadang mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa saksi tidak bisa mengingat berapa kali namun saksi sering
melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada
saat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama orang tuanya
sedangkan Tergugat saksi tidak ketahui tinggal dimana;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Tergugat mengulangi lagi perbuatannya;
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Saksi 2 Saksi Il, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Teman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wameo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat kecanduan judi online sehingga
kadang-kadang tidak pulang ke rumah dalam beberapa hari;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi pernah melihat sendiri Tergugat
bermain judi online;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga
kadang-kadang mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa saksi tidak bisa mengingat berapa kali namun saksi sering
melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada
saat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama orang tuanya
sedangkan Tergugat saksi tidak ketahui tinggal dimana;
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Tergugat mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan
tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara
a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator hakim Salim, S.H., M.H.., CPM, namun berdasarkan laporan mediator
tanggal 11 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam
pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kempetensi/Kewenangan Mengadili
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Menimbang, bahwa perkara perceraian (cerai gugat) antara orang-orang
yang beragama Islam masuk dalam sengketa perkawinan sebagaimana
ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 9,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat
terutama tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Agama Baubau, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan
relatif Pengadilan Agama Baubau;

Legal Standing
Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah secara
Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak
satu ba’in sughra dari Tergugat kepada dirinya. Bahwa berdasarkan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat
memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;
Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

cerai adalah bahwa ergugat sering mengkonsumsi minuman memabukkan
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(alkohol) dan Tergugat sering bermain judi, sehingga Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 09 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka
bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari
2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalii yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
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— Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan
yang lalu;

— Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal
yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk
kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan
Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan vyaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
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19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut,
Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam,
yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi
pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab Figh Sunnah Juz

II,hal. 290 dalam Maktabah Syamilah sebagai berikut :

G Sl 135 das Gl ¥ & 1 0 @}!\ O 3 s di @o\zﬂ cl Biges Ead 13

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang
diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat
istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim
dapat menceraikan dengan talak satu bain’;
sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’, oleh
karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak
yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bai'n
sughra, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa ‘iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad
nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator
(Salim, S.H., M.H.., CPM) tanggal 11 November 2024, ternyata mediasi berhasil
sebagian Penggugat dan Tergugat telah menyepakati terkait terkait hak-hak
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Penggugat, hak asuh anak dan nafkah anak sebagai akibat dari adanya
perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah termuat didalam
duduk perkara maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut yang akan
dituangkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan
kesepakatan tanggal 11 November 2024;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari
Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24
Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.l. sebagai Hakim, putusan
tersebut disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh
Mohammad Fadhil, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh
Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Mohammad Fadhil, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 140.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).
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